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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah yang telah
ditetapkan sebagai bentuk penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah, khususnya yang
terkait dengan metode penyusutan maupun masa manfaat
untuk menghitung tarif penyusutan aset tetap perlu diatur
lebih terperinci sehingga dalam pelaksanaan dapat lebih
terarah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;

. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang...



5.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 35);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

15. Peraturan Bupati...



15.

16.

17.

18.

Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 22);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, seta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014 Nomor 27);
Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten
Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 4

(1) Penyusutan dilakukan terhadap BMD berupa :
a. aset tetap; dan
b. aset lainnya.
(2) Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa :

a. gedung dan bangunan;
b. peralatan dan mesin;
c. jalan, irigasi dan jaringan; dan

d. dihapus.

(3) Penyusutan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b)
dilakukan atas :
a.aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa

kemitraan dengan pihak ketiga; dan

b. aset tak berwujud.

(4) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusutkan
sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(5) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang memiliki
masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi.

2. Ketentuan...



2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyusutan BMD tidak dilakukan terhadap :

a. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan
telah diusulkan kepada Pengelola untuk diproses tuntutan ganti rugi;

b. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;

c. aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan
tumbuhan serta barang bercorak kebudayaan berupa benda-benda
bersejarah; dan

d. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Bupati untuk dipindahtangankan atau dimusnahkan.

3. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran IlI, dan Lampiran IV diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku
surut sejak Tahun 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR...



